WALIKOTA BATAM
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN WALIKOTA BATAM
NOMOR 15 TAHUN 2019

TENTANG

KEBIJAKAN AKUNTANSI RSUD EMBUNG FATIMAH KOTA BATAM
BERBASIS STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BATAM,

bahwa sehubungan dengan telah ditetapkannya
RSUD Embung Fatimah Kota Batam untuk
menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan
Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) sesuai
Keputusan Walikota Batam Nomor
KPTS.351/HK/XII/2009 tentang Penetapan Status
PPK-BLUD pada RSUD Kota Batam;

bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 99 ayat (3)
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun
2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah yang
menyebutkan bahwa Laporan keuangan BLUD
disusun berdasarkan standar akuntansi
pemerintahan,;

bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 99 ayat (5)
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun
2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah yang
menyebutkan bahwa BLUD mengembangkan dan
menerapkan kebijakan akuntansi yang diatur dengan
Peraturan Kepala Daerah;

berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu
menetapkan Peraturan Walikota tentang Kebijakan
Akuntansi RSUD Embung Fatimah Kota Batam
Berbasis Standar Akuntansi Pemerintahan.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6);



Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang
Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten
Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten
Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna,
Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3902), sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas
Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang
Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten
Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten
Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna,
Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4880);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Negaran Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Badan Layanan Umum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor
48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23
Tahun 2005 tentang Pengelolaan Badan Layanan
Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5340);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,



Menetapkan
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Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4614);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5165);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun
2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Nomor 1213);

MEMUTUSKAN

PERATURAN  WALIKOTA TENTANG  KEBIJAKAN
AKUNTANSI RSUD EMBUNG FATIMAH KOTA BATAM

BERBASIS STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

nal R

Daerah adalah Kota Batam.
Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Batam.
Walikota adalah Walikota Batam.

Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota
Batam.

Rumah Sakit Umum Daerah Embung Fatimah Kota
Batam, yang selanjutnya disingkat RSUD adalah unsur
pendukung Pemerintah Kota Batam di bidang
pelayanan kesehatan.

Direktur adalah Direktur RSUD Kota Batam.

Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya
disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh
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unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam
memberikan pelayanan kepada masyarakat yang
mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan
keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan
pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.

Fleksibilitas adalah  keleluasaan dalam  pola
pengelolaan keuangan dengan menerapkan praktek
bisnis yang sehat untuk meningkatkan layanan
kepada masyarakat tanpa mencari keuntungan dalam
rangka memajukan kesejahteraan umum dan
mencerdaskan kehidupan bangsa.

Praktek Bisnis Yang Sehat adalah penyelenggaraan
fungsi organisasi berdasarkan kaidah-kaidah
manajemen yang baik dalam rangka pemberian
layanan yang bermutu, berkesinambungan dan
berdaya saing.

Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya
disingkat SKPD adalah unsur perangkat daerah pada
pemerintah daerah selaku pengguna
anggaran/pengguna barang.

Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan Daerah adalah
unit pelaksana teknis yang melaksanakan kegiatan
teknis  operasional dan/atau kegiatan teknis
penunjang tertentu selaku kuasa  pengguna
anggaran/kuasa pengguna barang.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya
disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan
pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui
bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan
ditetapkan dengan peraturan daerah.

Rencana Bisnis dan Anggaran yang selanjutnya
disingkat RBA adalah dokumen rencana anggaran
tahunan BLUD, yang disusun dan disajikan sebagai
bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran SKPD.

Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya
disingkat RKA SKPD adalah dokumen perencanaan
dari penganggaran yang berisi rencana pendapatan,
rencana belanja program dan kegiatan SKPD serta
rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.

Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya
disingkat DPA adalah dokumen yang memuat
pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan
sebagai dasar pelaksanaan anggaran.

Rekening Kas BLUD adalah rekening tempat
penyimpanan uang BLUD yang dibuka oleh pemimpin
BLUD pada bank yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.

Akuntansi adalah proses pencatatan, pengukuran,
pengklasifikasian, pengikhtisaran transaksi dan
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kejadian keuangan, penginterpretasian atas hasilnya,
serta penyajian laporan.

Standar Akuntansi Pemerintahan, selanjutnya
disingkat SAP, adalah prinsip-prinsip akuntansi yang
diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan
keuangan pemerintah.

Kebijakan Akuntansi adalah prinsip-prinsip, dasar-
dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-
praktik spesifik yang dipilih oleh RSUD Kota Batam
dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan.

Sistem Akuntansi adalah serangkaian prosedur
manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari
pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran dan
pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan
RSUD Kota Batam.

Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya
disingkat PPKD adalah Kepala SKPKD yang
mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD
dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.

Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat
BUD adalah pejabat yang diberi tugas wuntuk
melaksanakan fungsi bendahara umum daerah.

Pejabat Pengelola BLUD adalah pimpinan BLUD yang
bertanggung jawab terhadap kinerja operasional BLUD
yang terdiri atas pemimpin, pejabat keuangan dan
pejabat teknis.

Entitas pelaporan adalah BLUD RSUD Kota Batam
yang memiliki kewajiban meyusun dan menyajikan
Laporan Keuangan sesuai standar akuntansi
pemerintahan.

Laporan keuangan BLUD adalah catatan informasi
keuangan suatu BLUD pada suatu periode akuntansi
yang dapat digunakan untuk menggambarkan kinerja
BLUD tersebut.

Laporan keuangan semesteran adalah laporan
keuangan yang diterbitkan setiap semester.

Laporan keuangan tahunan adalah laporan keuangan
yang diterbitkan setiap tahun.

Pendapatan adalah kenaikan manfaat ekonomi selama
periode pelaporan dalam bentuk arus masuk atau
peningkatan aset, atau penurunan kewajiban yang
mengakibatkan kenaikan ekuitas.

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau
potensi jasa selama periode pelaporan yang
menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran
atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.

Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas
Umum Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih
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dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang
tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh
Pemerintah Daerah.

Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang
perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang
akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang
bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran
berikutnya.

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai
dan/atau dimiliki oleh Pemerintah Daerah sebagai
akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat
ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan
dapat diperoleh, baik oleh Pemerintah Daerah maupun
masyarakat serta dapat diukur dalam satuan uang,
termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan
untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan
sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan
sejarah dan budaya.

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa
masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran
keluar sumber daya ekonomi Pemerintah Daerah.

Ekuitas adalah kekayaan bersih Pemerintah Daerah
yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban
Pemerintah Daerah.

Koreksi adalah tindakan pembetulan secara akuntansi
agar akun/pos yang tersaji dalam laporan keuangan
entitas menjadi sesuai dengan yang seharusnya.

Penyesuaian adalah transaksi penyesuaian pada akhir
periode untuk mengakui pos-pos seperti persediaan,
piutang, utang dan yang lain yang berkaitan dengan
adanya perbedaan waktu pencatatan dan yang belum
dicatat pada transaksi berjalan atau pada periode yang
berjalan.

Investasi adalah penggunaan aset untuk memperoleh
manfaat ekonomis yang dapat meningkatkan
kemampuan BLUD dalam rangka pelayanan kepada
masyarakat.

Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui
pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat
transaksi dan  peristiwa itu terjadi, tanpa
memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau
dibayar.

BAB II
KEBIJAKAN AKUNTANSI

Pasal 2



Kebijakan akuntansi dibangun atas dasar Standar
Akuntansi Pemerintahan (SAP).

Pasal 3

Kebijakan Akuntansi mengatur penyajian laporan
keuangan untuk tujuan umum dalam rangka
meningkatkan keterbandingan laporan keuangan.

Pasal 4

Kebijakan akuntansi digunakan sebagai dasar pengakuan,
pengukuran dan pelaporan atas aset, kewajiban, ekuitas,
pendapatan laporan realisasi anggaran (LRA), belanja,
pembiayaan, pendapatan laporan operasional (LO), dan
beban, serta penyusunan Laporan Keuangan.

Pasal 5
(1) Kebijakan akuntansi terdiri :
a. kebijakan akuntansi penyajian laporan keuangan;
b. kebijakan akuntansi laporan realisasi anggaran,;

c. kebijakan akuntansi laporan perubahan saldo
anggaran lebih;

o

kebijakan akuntansi neraca;
kebijakan akuntansi laporan operasional;
kebijakan akuntansi laporan perubahan ekuitas;

kebijakan akuntansi laporan arus kas;

5o o

. kebijakan akuntansi catatan atas laporan
keuangan;

[y

kebijakan akuntansi kas dan setara kas;

kebijakan akuntansi piutang;

o

kebijakan akuntansi persediaan;

[a—

kebijakan akuntansi beban dibayar dimuka;
. kebijakan akuntansi investasi jangka panjang;
kebijakan akuntansi aset tetap;
kebijakan akuntansi aset lainnya;
kebijakan akuntansi kewajiban;

kebijakan akuntansi ekuitas;

e T 9 B3

kebijakan akuntansi pendapatan LRA;

/2]

kebijakan akuntansi pendapatan LO;

—+

kebijakan akuntansi belanja;

u. kebijakan akuntansi beban; dan



v. perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi
kesalahan.

(2) Kebijakan akuntansi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) tercantum dalam Lampiran I s.d. XXIII
Peraturan Walikota.

BAB III
PELAPORAN KEUANGAN

Pasal 6

(1) Dalam rangka pertanggungjawaban keuangan, RSUD
wajib menyusun laporan keuangan berdasarkan
standar akuntansi pemerintahan yang meliputi:

a. laporan keuangan semester yang terdiri dari
laporan realisasi anggaran, laporan perubahan
saldo anggaran lebih, neraca, laporan operasional,
laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, dan
catatan atas laporan keuangan yang disampaikan
kepada Walikota melalui PPKD paling lambat 1
(satu) bulan setelah periode pelaporan berakhir; dan

b. laporan keuangan tahunan yang terdiri dari laporan
realisasi anggaran, laporan perubahan saldo
anggaran lebih, neraca, laporan operasional,
laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, dan
catatan atas laporan keuangan serta dilampiri
laporan kinerja yang disampaikan kepada Walikota
melalui PPKD paling lambat 2 (dua) bulan setelah
periode pelaporan berakhir.

(2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) diintegrasikan/dikonsolidasikan ke dalam laporan
keuangan Pemerintah Daerah.

(3) Laporan keuangan RSUD sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) diaudit dan diberi opini oleh auditor eksternal
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Pasal 7

(1) Laporan keuangan tahunan RSUD sebagaimana
dimaksud pada Pasal 6 ayat (1) disertai dengan
pernyataan tanggung jawab yang ditandatangani oleh
Direktur RSUD.

(2) Pernyataan tanggung jawab sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) memuat pernyataan bahwa pengelolaan
keuangan telah diselenggarakan berdasarkan sistem
pengendalian intern yang memadai dan akuntansi
keuangan telah diselenggarakan sesuai dengan standar
akuntansi pemerintahan.

BAB IV
KETENTUAN PERALIHAN



Pasal 8

Ketentuan dalam Peraturan Walikota ini mulai diterapkan
pada Laporan Keuangan Tahun 2019

Pasal 9

Perubahan isi paragraf dalam lampiran kebijakan
akuntansi yang bersifat teknis pelaksanaannya diatur
melalui sistem akuntansi dan ditetapkan Direktur.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Walikota ini dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Kota Batam.

Ditetapkan di Batam
pada tanggal 8 April 2019

WALIKOTA BATAM
dto

MUHAMMAD RUDI

Diundangkan di Batam

pada tanggal 8 April 2019

SEKRETARIS DAERAH

dto

JEFRIDIN

BERITA DAERAH KOTA BATAM TAHUN 2019 NOMOR 664

Salinan sesuai dengan aslinya An.
Sekretaris Daerah Kota Batam ub
Kepala Bagian Hukum

DEMI HASFINUL NASUTION, SH., M.Si

TK I NIP. 19671224 199403 1 009



